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2. DP3A perlu memprioritaskan perkuatan kemitraan dengan 

organisasi non- pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta 

yang memiliki keahlian dalam advokasi gender. Kemitraan yang 

solid dapat menjadi kunci untuk mendapatkan sumber daya 

tambahan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan dalam 

melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dengan 

efektif dan berkelanjutan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada kajian dampak 

program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3A, 

dengan mengevaluasi perubahan perilaku, keterampilan, dan 

keterlibatan perempuan dalam politik setelah mengikuti program 

tersebut. 
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BUPATI BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 66 TAHUN 2018 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 69 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BONE, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah     

Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan perkembangan peraturan perundang-

undangan yang mengatur kelembagaan perangkat 

daerah, perlu dilakukan penyesuain dan/atau 

perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone 

Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;  

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 69 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959      

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014       

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12   

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone 

Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 

69), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri 

dari: 

a. kepala 

b. sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan  

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

c. bidang kualitas hidup perempuan terdiri   

dari : 

1. Seksi Pengarusutamaan Gender. 

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan 

3. Seksi Ketahanan Dan Kualitas 

Keluarga 

d. bidang perlindungan perempuan dan anak 

terdiri dari : 

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan 

2. Seksi Pemenuhan Hak Khusus Anak 

3. Seksi Penguatan Kelembagaan 

Perlindungan Perempuan dan Anak  

e. bidang data dan informasi gender dan 

anak terdiri dari : 

1. Seksi Pengelola Data Dan Sistem 

Informasi 

2. Seksi Analisis Dan Penyajian Data 

3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan 
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f. UPTD 

g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan 

fungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana 

tercantum pada lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

2. Ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 15 

(1) Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala 
Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
pokok: 

 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi 
Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas sehingga berjalan 
lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi 
Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

f.    melakukan penyusunan kebijakan teknis 
Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak berdasarkan 
kewenangan pemerintah daerah   
Kabupaten Bone; 

g. melakukan penerapan kebijakan teknis 
Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak berdasarkan 
kewenangan pemerintah daerah   
Kabupaten Bone; 

h. membangun kemitraan dalam penyediaan 
layanan perlindungan perempuan dan 
anak antara lembaga pemerintah, non 
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pemerintah, media massa, dan dunia 
usaha berdasarkan kewenangan 
pemerintah daerah Kabupaten Bone;  

i.    melakukan pembinaan kepada 
lembagapemerintah, non pemerintah, 
media massa, dan dunia usaha yang 
menyediakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak berdasarkan 
kewenangan pemerintah daerah  
Kabupaten Bone;  

j.    menyediakan dan mengembangkan 
layanan perlindungan perempuan dan 
anak secara terpadu berbasis masyarakat 
berdasarkan kewenangan pemerintah 
daerah Kabupaten Bone; 

k. melakukan pemetaan lembaga-lembaga 
layanan perlindungan perempuan dan 
anak tingkat kabupaten dan kecamatan 
dalam rangka penguatan kelembagaan 
perlindungan perempuan dan anak; 

l.    melakukan peningkatkan kapasitas 
sumberdaya manusia pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah, media massa, 
dan dunia usaha dalam rangka penguatan 
kelembagaan perlindungan perempuan dan 
anak;  

m. melakukan pemantauan dan evaluasi 
secara berkala lembaga- lembaga layanan 
perlindungan perempuan dan anak tingkat 
kabupaten dan kecamatan untuk 
peningkatan mutu layanan;  

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan 
tugas Seksi Penguatan Kelembagaan 
Perlindungan Perempuan dan Anak dan 
memberikansaran pertimbangan kepada 
atasan sebagai vahan perumusan 
kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas sehingga berjalan 
lancar; 



 

- 6 - 

 

  

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi 
Penguatan Kelembagaan Perlindungan 
Perempuan dan Anak untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

f.    melakukan penyusunan kebijakan teknis 
mengenai  pelayanan penguatan 
kelembagaan perlindungan perempuan dan 
anak berdasarkan kewenangan pemerintah 
daerah; 

g. melakukan penerapan kebijakan teknis 
mengenai pelayanan penguatan 
kelembagaan perlindungan perempuan dan 
anak berdasarkan kewenangan pemerintah 
daerah; 

h. membangun jejaring antar lembaga 
pemerintah, non pemerintah, media massa, 
dan dunia usaha dalam rangka penyediaan 
penguatan kelembagaan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus 
berdasarkan kewenangan pemerintah 
daerah; 

i.    menyediakan layanan dan melakukan 
pembinaan bagi lembaga layanan anak 
yang memerlukan perlindungan khusus 
yang memerlukan koordinasi tingkat 
daerah; 

j.    melakukan pemetaan lembaga-lembaga 
layanan anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus, yang tersedia dalam 
rangka peningkatan mutu layanan; 

k. melakukan peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia dalam melakukan 
pelayanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

l.    menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Penguatan Kelembagaan 
Perlindungan Perempuan dan Anak dan 
memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh 
kepala bidang perlindungan perempuan 
dan anak terkait dengan bidang tugasnya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah           

Kabupaten Bone. 

 
 
 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal 31 Mei 2018 

 

Pj. BUPATI BONE, 
 

 
 

ANDI BAKTI HARUNI 

 
Diundangkan di Watampone 
pada tanggal 31 Mei 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 

 
        

 
A. SURYA DARMA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 66 
 



LAMPIRAN   

PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 66 TAHUN 2018 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  PERLINDUNGAN ANAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj.  BUPATI BONE, 
 
 

ANDI BAKTI HARUNI 

 

U P T D 

 

KEPALA DINAS 

 
 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 

BIDANG 

KUALITAS 

HIDUP PEREMPUAN 

 

 

SEKSI 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

 

 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

 

SEKSI 

KETAHANAN DAN KUALITAS 

KELUARRGA 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

BIDANG 

 PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK 

 

SEKSI 

PERLINDUNGAN 

HAK PEREMPUAN 

 

SEKSI PEMENUHAN 

HAK DAN PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

 

SEKSI PENGUATAN 

KELEMBAGAAN 

PERLINDUNGAN DAN ANAK 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

 

BIDANG 

DATA DAN INFORMASI 

GENDER DAN ANAK 

 

SEKSI 

PENGELOLAAN DATA DAN 

SISTEM INFORMASI 

 

SEKSI 

ANALISIS DAN PENYAJIAN 

DATA 

 

SEKSI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

 

 

SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN  

PROGRAM DAN KEUANGAN 

 

KELOMPOK JABATAN 

PELAKSANA 
KELOMPOK JABATAN 

PELAKSANA 

SUB BAGIAN  

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 



 

 

 
BUPATI BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 49 TAHUN 2018 

 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BONE, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20    

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959      

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014       

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12   

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       

Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 6); 

9. Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 69); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN 
TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone. 

4. Bupati adalah Bupati Bone. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bone. 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone. 

7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas    

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bone. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat 

UPT adalah UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bone. 

10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Bone. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bone. 

12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok 

Jabatan Pelaksana UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bone. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 

Jabatan Fungsional UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bone yang melaksanakan 

kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang 

keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari : 

a. kepala UPT; 

b. sub bagian tata usaha;  

c. kelompok jabatan pelaksana; dan 

d. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang  

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  

Bagian Kesatu 

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT 

Pasal 4 

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis 

operasional perlindungan perempuan dan anak. 

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan 

perlindungan perempuan dan anak; 

b. pelaksanaan teknis pelayanan perlindungan 

perempuan dan anak;  
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pelayanan perlindungan 

perempuan dan anak; 

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1), meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT 

untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

program, keuangan, umum, perlengkapan, 

kepegawaian, dalam lingkungan UPT; 

g. melaksanakan penyusunan perencanaan 

teknis pelayanan perlindungan perempuan 

dan anak; 

h. melaksanakan pelayanan teknis perlindungan 

perempuan dan anak yang memerlukan 

penanganan dan rujukan tingkat kabupaten; 

i. melaksanakan pelayanan penerimaan 

pengaduan tentang permasalahan perempuan 

dan anak; 

j. melaksanakan pelayanan pendampingan 

hukum; 

k. melaksanakan pelayanan pendampingan 

psikologis; 

l. melaksanakan pelayanan bimbingan rohani; 

m. melaksanakan pelayanan perlindungan 

khusus; 

n. melaksanakan pelayanan mediasi; 

o. melaksanakan pelayanan perlindungan 

perempuan dan anak dari ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa; 

p. melaksanakan pelayanan dalam bentuk 

penjangkauan; 
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q. memberikan rujukan bagi perempuan dan 

anak untuk memberikan layanan lanjutan;  

r. melaksanakan penyediaan data, informasi dan 

kerjasama pelayanan perlindungan perempuan 

dan anak; 

s. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia dan manajemen UPT pelayanan 

perlindungan perempuan dan anak 

berdasarkan standar nasional pelayanan 

mutu; 

t. melaksanakan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPT; 

u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala UPT dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 5 

(1) Sub Bagian Tata Usaha  dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala 

UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan 

pelayanan teknis dan administrasi penyusunan 

program, pelaporan, umum, kepegawaian dan 

keuangan dalam lingkungan UPT. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1), meliputi : 
 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata 

Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub 
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Bagian Tata Usaha untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

dalam lingkungan UPT sehingga terwujud 

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan 

bahan penyusunan program UPT; 

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan 

dan penyajian data dan informasi; 

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan 

administrasi umum; 

j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan 

kepegawaian dan hukum; 

k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan 

administrasi keuangan; 

l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan 

ketatausahaan; 

m. menggordinasikan dan melakukan 

administrasi pelayanan organisasi dan 

tatalaksana; 

n. mengoordinasikan dan melakukan 

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 

o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan 

kehumasan; 

p. melakukan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; 

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 

memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Pelaksana dan 
Jabatan Fungsional 

Pasal 6 

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas 

membantu Kepala Sub Bagian terkait bidang 

tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah jabatan 

fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT 

dilaksanakan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 8 

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada 

UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, 

koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 

simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta 

efektivitas dan efisiensi. 

 

Pasal 9 

(1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dalam 

lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan 

arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan 

secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara 

tepat waktu kepada atasan masing-masing. 
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(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan 

oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis UPT. 

(3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 

melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta 

melaksanakan rapat koordinasi secara berkala 

dan/atau sesuai kebutuhan.  

(4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta 

terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. 

 

BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM 
JABATAN 

Pasal 10 

(1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat 

dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPT yakni 

Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan      

Jenjang Jabatan Sub Bagian Tata Usaha yakni 

Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas. 

(3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan   

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah           

Kabupaten Bone. 

 
 
        

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal 31 Mei 2018 

 

Pj. BUPATI BONE, 
 
 

 
ANDI BAKTI HARUNI 

 
Diundangkan di Watampone 
pada tanggal 31 Mei 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 
 

        

 
A. SURYA DARMA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 49 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TANGGAL 31 MEI 2018 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT 
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN      
PERLINDUNGAN ANAK 
 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

       
      
 

Pj. BUPATI BONE, 

 
 

 
ANDI BAKTI HARUNI 

 

 

KEPALA UPTD 
 

 

SUB BAGIAN  

TATA USAHA 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

JABATAN 
PELAKSANA 






